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Hal : Pengumuman Perpanjangan Waktu

Pengusulan Lomba Bagi Satuan Kerja
di Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2023

Yth. 1. Ketua Pengadilan Tinggi
2. Ketua Pengadilan Negeri
di
Seluruh Indonesia

Sehubungan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum  Nomor
203/DJU/HMO02.3/2/2023 Tanggal 6 Februari 2023 Hal Pengumuman Lomba Bagi Satuan
Kerja di Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2023, dengan hormat diinformasikan bahwa
terkait batas waktu pengiriman usulan lomba yang pada surat tersebut ditentukan selambat-
lambatnya tanggal 31 Maret 2023, melalui surat ini kami informasikan bahwa batas waktu
pengiriman usulan lomba diperpanjang sampai dengan tanggal 28 April 2023.

Selain itu disampaikan pula bahwa seluruh Ketua Pengadilan Tinggi diminta untuk
mengusulkan 2 (dua) orang Hakim Tinggi Pengawas Daerah sebagai calon penerima
penghargaan sebagai Hakim Tinggi Pengawasan Daerah Terbaik melalui link

https://bit.ly/HTwasda badilum 2023 pada tanggal pengusulan yang sama, dengan

melampirkan :
1. Seluruh Laporan Hasil Pengawasan Daerah periode Januari-Desember 2022 dari Hakim
Tinggi yang diusulkan .
2. Monitoring evaluasi dari Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Daerah sebagaimana nomor 1.
Dapat kami sampaikan pula untuk penyampaian laporan tindak lanjut atas hasil
pelaksanaan evaluasi kinerja 2023 untuk Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri Kelas 1A
Khusus, dan IA ibukota propinsi dikirimkan melalui link https://bit.ly/dok_ekin.
Demikian disampaikan untuk dapat dipenuhi, atas perhatian dan kerjasamanya

diucapkan terima kasih.
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